Tata Ruang Laut (Zonasi Laut)







Definisi Tata Ruang Laut
(Marine Spatial Planning)

Proses perencanaan
penggunaan ruang laut
untuk berbagai kegiatan

(perikanan, energi,
konservasi, transportasi).

Tujuan: mengoptimalkan
pemanfaatan ruang laut
secara berkelanjutan dan

mengurangi konflik antar-

pemanfaat.
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Prinsip-Prinsip MSP
Marine Spatial Planning
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|
gl |
Berbasis Partisivatif Berorientasi
ekosistem dan inlglusif pada tujuan || Berbasis data
(Ecosystem- (stakeholder jangka ilmiah dan
based panjang dan pemantauan. |.
engagement). | :
management). | adaptif.




Partisipatif dan inklusif (stakeholder engagement)

Public Sector
ranging from
central
government to
regional
authorities and Research and

municipalities Educational
Thepg:;;: a . institutions

operating at a
regional level

Coastal
Communities’ MSP

Informal Stakeholders
groups of
citizens.

Local Port
Authorities

Private Sector
NGOs, and
Environmental Professionals
Associations such as
and Associations,
foundations Federations
and Companies




Berorientasi pada
ZTUJuan jangka panjang & Adaptlf

Tourism &
recreation

Job creation Property
& workforce value & real
development estate

Socio-economic

Ecotourism & impacts of coastal Fisheries &

nature-based

anterprisas green infrastructure aquaculture

restoration

Carbon
sequestration Coastal
& climate protection &
change resilience
mitigation Tourism &
recreation




Blue Infrastructure and Implementation of L¥@D3
Coastal Protection Policy Integration - Pantura

G20 BerakHLax R

The water cycle and a
typical watershed
showing the potential for
green-grey coastal
infrastructure

Blue Infrastrucire




Kerangka Hukum & Kebijakan d1

“Indonesia
i — A ;-'
UU No. 32/2014 tentang Kelautan.
S : : : J
- | Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional (RTRW
w2 Laut/Nasional). |
- _ —/
Y A :
| Peraturan daerah dan tata ruang pesisir (RTRW
provinsi/kabupaten). -
J
4 )
Instrumen: zonasi, 1zin pemanfaatan, kajian
lingkungan.

. \ . . . . - /




Tahapan Penyusunan
Tata Ruang Laut

w TN

| 1. Inventarisasi
sumber daya 2. Analisis
dan konflik dan
pemanfaatan potensi.
saat 1ni.

3. Penetapan
zona fungsi

4. Perumusan

k(no-take,. kebijakan dan
onservasi, reculasi
budidaya, ST

industri).

4

(&




Anahsls KOIlﬂlk Ruang Laut

| Konﬂlk sektor penkanan VS par1w1sata
B Vs energl.

B Konflik ruang lokal: nelayan tradisional
» vs kapal industri.

Dampak kumulatif dari penggunaan
ruang laut (cumulative impacts).







Metode Pemetaan dan Data Pendukung

~~ Data sosial-" .
R b R -ekonomi: =
Péngimderaan. =i o te e T - kepemilikan
. -_Jauh (satellite _ . lahan laut,:
ke R maneny Al '  intensitas
U bathymetry), C." tangkap.

Pemantauan | Sistem
stok ikan (SST, o Informasi
klorofil-a), Geografis
survei (GIS) untuk
biodiversitas. | analisis zonasi.




Kasus: Konflik Tambang Pasir vs
| Konservasi

Contoh: ekstraksi
pasir pantai
mengancam habitat
o penyu dan terumbu
Lo karang.

-

Pertimbangan:
kebutuhan
pembangunan
infrastruktur vs
kelestarian ekosistem.




Kriteria lokasi: kualitas air, arus, kedalaman,
:+ "« | jarak dar1 sumber polusi.

4,

| Zonasi untuk mengurangi konflik
-~ | pencemaran antara tambak dan permukiman.
-

7 N

e

Model IMTA sebagai solusi zonasi terpadu.

~ J




s Dampak Perubahan Iklim pada Zonasi i

Naiknya muka laut mengubah area |
pesisir dan zona penggunaan.

Perubahan distribusi spesies laut — |
penyesualan zona perikanan.

Kebutuhan kebijakan adaptasi
dalam MSP.




- Peran Masyarakat dan
Part151pa31 Publlk

Keterlibatan
nelayan,
pembudidaya,
pelaku pariwisata

dalam perencanaan.

o

Mekanisme
konsultasi publik
dan pemberdayaan
komunitas pesisir.
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Pentingnya
knowledge co-
production antara
ilmuwan dan
masyarakat.




- Alat Kebyakan: Integrated Coastal
Zone Management (ICZM) |

ICZM menyelaraskan
kebljakan darat-laut untuk . |
mengurangi dampak lintas © [
- sektoral - '

Pendekatan lintas
pemerlniahan
kabupaten/ prov1ns1/ nasional.




NG
Platform data *
terbuka dan
dashboard zonasi
berbasis web.

Remote sensing
dan real-time

monitoring untuk
SST dan klorofil.

Vessel Monitoring
System (VMS)
untuk pengawasan

kapal.

y




; Peran KKP, Bakamla,
TNI AL dalam
pengawasan zona.




~ Monitoring, Evaluasi, dan
- Adaptive Management




Ketidaksesuaian | PC |
kebijakan antar~ N ‘*kﬂﬁiew@ﬁ wmﬁ“ '
B level 5w jangka panjang :

pemerintahan.

:Keterbatasan SF
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